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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilaksankan, 

maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini : 

1. Kinerja keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Nagekeo dilihat dari 

aspek analisis varians pendapatan daerah dikatakan baik. Rasio 

pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif, dengan 

rata-rata pertumbuhan sebesar 22%. Rasio derajat desentralisasi dikatakan 

sangat rendah, dengan rata-rata rasio derajat desentralisasi yaitu 4,59%. 

Rasio ketergantungan keuangan daerah dikatakan sangat tinggi, dengan 

rata-rata ketergantungan sebesar 95,04%. Rasio kemandirian keuangan 

daerah dikatakan sangat rendah, dengan rata-rata kemandirian sebesar 

4,83%. Rasio efektivitas PAD dikatakan cukup efektif, yaitu dengan rata-

rata sebesar 95,99% dan rasio derajat kontribusi BUMD dikatakan sangat 

kurang, dengan rata-rata sebesar 0,62%. 

2. Kinerja keuangan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo dilihat dari aspek 

rasio varians belanja daerah dikatakan baik. Rasio pertumbuhan belanja 

daerah mengalami pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan 

belanja yaitu sebesar 7%. Rasio belanja tidak langsung dikatakan cukup 

serasi, dengan rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 54%. Rasio 

belanja langsung dikatakan cukup serasi, dengan rata-rata rasio belanja       
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langsung adalah sebesar 46%. Sedangkan rasio efisiensi belanja daerah 

dikatakan efisien, yaitu dengan rata-rata sebesar 83,77%. 

3. Kinerja keuangan pembiayaan daerah Kabupaten Nagekeo dilihat dari 

aspek analisis penggunaan SiLPA tahun lalu dikatakan bahwa hasil 

analisis pembiayaan daerah tahun 2013-2017 dinilai kurang berhasil dalam 

menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan perencanaan kerja. 

6.2.  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang tekait dengan keterbatasan 

penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo 

Kabupaten Nagekeo perlu meningkatkan Pendaptan Asli Daerah 

Kabupaten Nagekeo dengan cara mengurangi tingkat ketergantungan 

terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, 

maka dari itu Pemerintah Kabupaten Nagekeo perlu menggali lebih lagi 

guna mencari beberapa potensi dari masyarkat maupun alam untuk 

meningkatkan PAD dan sebagai tambahan sumber dana untuk Pemerintah 

Kabupaten Nagekeo. 

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Nagekeo lebih mengoptimalkan 

sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat 

meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana dari 

pemerintah pusat dapat diminimalisir. 

2.  Bagi peneliti selanjutnya 
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Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2013-2017. Diharapkan 

peneliti selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih 

akurat dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten 

Nagekeo. 

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup wilayah penelitian, 

karena penelitian ini mengambil satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (NTT) yaitu Kabupaten Nagekeo. 
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